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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKANLEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DANLEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,
‘Menimhang : & bshwa dengan telah diundangkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum  Pengaturan

Mengenai Desa, maka perlu mengatur
kembali fenfang Pembentukan Lembaga
Eemasvarakatan Desa dan  Lembaga

Femasvarakatan Felurahan |
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bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daersh tentang Pembentukan Lembaga
Eemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Eelurahan.

Undang — undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang  Pembentukan Daerali-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tabun 1950 tentang Penetapan Mula
Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950 ;

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan anfara
Pemermtalh Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Nomwor 72 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848) ;






. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan
Eewenangan Propinsi sebagai  Daerah
Otonom { Lembaran Negara Nomor 54 Tahun
2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3952):
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan

Mengenai Desa {Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4155);

Eeputusan Presiden Nowor 44 Tahun 1999
tenfang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Feputusan
Presiden { Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70 ) ;

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001
tentang Peoataan Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau Sebutan Lain |
. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2002 tentang Tekmk Penyusunan
Peraturan Desa dan Keputusan Eepala Desa ;






9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Kebumen Nomor
75/KPTS-DPRD/2001  tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwskilan Dacrah
Kabupaten Eebumen.

. Dengan persetujuan

DEWAN PERWAFKILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN
EKEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.

‘ BAB1I
KETENTUAN UMM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah i, yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Eabupaten Febumen
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10.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
Bupati adalah Bupati Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja i
tingkat K.ecamatan dalam Eabupaten Kebumen.

Desa adalah  kesatuan masyarskat hukum vang memili
kewenangan untuk mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan  adat-istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah.

Pemeriniah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pemerimiahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan vang
dilaksanalan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Feputusan Fepala Desa

Felurahan adalah Wilayah Eerja Lurah sebagai Perangkat Dasrah
Kabupaten di bawah Kecamatan.
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13.

14.

Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan
Desa.

Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan ofeh Lurah.
Lembaga Femasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan adalah Organisasi masvarakat yang merupakan miira
Pemermfah Desa dan Kelwrshan dalam aspek perencanaan
pelaksanasan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat, memberdayakan partisipast dan prakarsa masyarakat
dalam memelihara dan  melestarikan  nilai-mla  keludupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan
kekeluargaan ceria untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan
pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok
dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah
pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang
yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu






BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Lembaga Fenmsyarakatan Desa dan Lembaga Femasyarakatan Feluralian
dibentuk di Desa dan Kelurahan.

-

Pasal 3

Lembaga Femasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujpan ©

a.

b.

d

Memelihara dan melestarikan  nilai-nilai kehidupan masyarakal
Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekelusgaan |
Meningkatkan  kelancaran pelaksanaan  tuges pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan |
Menmngkatkan celuruh potensi swadaya macyarakat dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan masyarakat |

Meningkatkan keherhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan
Felurahan  dengan melibatkan  komponen masyarakat  dalam
perencanann, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan  yang
bertumpu  pada masyarakat  dengan memperhatikan acpirasi  dan
kepeunfingan masyarakat di Desa dan Eelurahan
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BAB Il
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYABRAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

Dalam upava memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan &
bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga
Fetahanan Masyarakat Desa, Lembaga Fetahanan Masyarakat
Kelurahan, Pemberdayaan Flesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga
dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasvyarakatan lamnnya.

Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peratwran Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Felurahan ditetapkan dengan
Feputusan Lurah,

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS PORKOK DAN FUNGSI

-~

Pazal 5

Fedudukan Lembaga Femasyarakatan Desa dan Lembaga
Femasyarakatan Felurahan adalah sebagal mitra Pemerintah Deza dan
Felmahan dalam aspek perencamaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

Tugas pokok Lembaga Femasvarakatan Desa Lembaga
Femasvarakatan Felurahan adalah memberdayakan partisipasi dan






prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai
kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan
kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan  kegiatan
pemerintaban, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan
kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Felurahan

Pasgal &

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5,
Lembaga K emasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Felurahan
mempunyai fungss ©

4.

Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-
Undang Dasar 1945;
Memberdayakan gotong-rovong, swadaya dan partisipasi masyarakat |

¢. Menciptakan kondisi masyarakal yang tentram dan tertib yang bertumpu

d.

pada keberdayaan masyarakat ;

Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Felurahan dalam mensukseskan
program pemerintah ;

Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan
Kelurahan ;

Menggali dan memberdayakan pofensi Desa dan Kelurahan dalam
pembangunan |

Menjalin  kerjasama anmtar Lembaga Kemasyarakatan untuk

pembangunan |






h. Melaksanakan kegiatan lain  yang  membantu kelancaran
penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan,  pembangunan dan
kemasyaralatan.

BAB YV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Qusunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Felurahan terdiri dari ©

a Fetua;

b. Sekretars

¢. Bendahara:

d  Seksi-geksi sesum kebutuhan

e. Anggota
Pasal 8

{1y Pengwus Lembaga Femasyarakatan Desa dan Lembaga
Femasyarakatan Felurahan dipilih dari dan oleh anggota gesual
kesepakatan musyawarah.

{(2) Syarst-syarst Pengurus Lembaga Femasyarakatan Desa dan
Felurahan :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa |






(3)

(4)
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setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;

tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.5/PKI dan
atau kegiatan organisasi terlarang laimnya

sehaf jasmani dan rokhani ;

berkelakuan baik ;

bergedia menjadi penguwrue Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Felurahan

dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah —rendahnya
SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
bardomisili di Desa/Kelurahan setempat

Batas usia serendah — rendahnya 21 Tahun.

Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan adalah S (lima) tahun.
Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa difetapkan

dengan Heputusan FKepala Desa dan Peanguwus Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah
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BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga
Femasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Eelurahan,
dibentuk Forum Fomunikasi Lembaga Femasyarakatan Desa dan
Felurahan.

Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Felurahan
sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan
dan i tingkat Fabupaten.

Forum Eomunikasi Tingkat Eecamstan beranggotakan para pengurus
Lembaga Eemasyarakatan Desa dan Lembaga Femasyarakatan
Kehuwrshan

Forum Fomunikast Tingkat Fabupaten beranggotakan para pengurus
Forum Fomunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
Sebagai wupaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga
Femasyarskatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,
Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.






BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

a. iuran/swacdaya masyarakat ;

b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan ;

¢. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;

d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

{1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga
Femasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Flelurahan
ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.

(2) Hasil nwsyawarsh Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Femasyarakatan
masing-masing.






BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga FKelahanan
Masyarakat Felurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun
Tetangga dan Rukun Warga vang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini tetap berlaku sampai berakhimya masa pengabdian.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan distur lebih
lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pacal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah im maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga
Femasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku






Pazal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalikan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Fabupaten Febumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004
BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

P 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 15






